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ABSTRAK 

 

       Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 adalah produk 
hukum dari pemerintah Indonesia yang mendukung perempuan 

untuk terlibat aktif dalam sebuah pemerintahan desa. Agama Islam 

adalah agama yang relevan dengan semua keadaan dan 
perkembangan zaman sehingga kajian mengenai perempuan tidak 

henti-henti nya di bahas. Mengenai kajian perempuan yang terlibat 

aktif dalam sebuah pemerintahan hingga mencapai kuantitas 

menjadi seorang pemimpin, ulama klasik cenderung melarang akan 
hal itu, jika hal demikian dilarang maka secara tidak langsung 

peraturan pemerintah Indonesia telah melanggar syariat dari agama 

Islam. 
       Dari uraian diatas, penulis mencoba mengkaji secara spesifik 

tentang pertama Bagaimana pemikiran Dr. Yusuf Qaradhawi dan 

Dr. Quraish Shihab mengenai keterwakilan perempuan pada 
pemerintahan desa dalam Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 

2014. Ketiga bagaimana studi komparatif dari pemikiran Dr. Yusuf 

Qaradhawi dan Dr. Quraish Shihab mengenai keterwakilan 

perempuan pada pemerintahan desa dalam Peraturan Pemerintah 
Nomor 43 Tahun 2014.  

       Proses pengkajian tersebut dilakukan dengan cara penelitian 

yang bersifat kualitatif  dengan sumber utama buku-buku yang 
berkaitan dengan objek penelitian dan data pendukung diperoleh 

dari artikel-artikel atau website yang berkaitan dengan objek 

penelitian         

      Hasil dari penelitian didapatkan bahwa, kedua ulama 
kontemporer tersebut memperbolehkan seorang perempuan untuk 

terlibat aktif dalam sebuah pemerintahan desa. Namun terdapat 

perbedaan pendapat dari kedua ulama tersebut Dr. Yusuf Qaradhawi 
tidak memperbolehkan seorang perempuan menjadi seorang kepala 

desa dan Dr. Quraish Shihab memperbolehkan perempuan untuk 

menjadi kepala desa. 
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